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LURAH DESA NGESTIHARJO 

KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL 

 

PERATURAN DESA NGESTIHARJO 

 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

 

 

Tentang 

 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) 

TAHUN 2018 - 2024 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH DESA NGESTIHARJO,  

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah 

Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa 

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

dokumen perencanaan pembangunan kabupaten; 

 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 pada ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu 

menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun 

secara berjangka didalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 

 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Desa Ngestiharjo tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 

Desa Ngestihartjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 - 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai 

berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 

14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 44); 

 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 

 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094; 

 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 

Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negera Republik 

Indonesia Tahun2015 Nomor 159;) 

 



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2017

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1037); 

 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016 -2021(Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 Nomor 11); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor 21 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 

Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

611); 

 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 

 
 

 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72); 

 

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun  2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Pemerintah Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomo16 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 

13); 

 

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104); dan 

 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul 2018 Nomor 131); 

 

 

 

 



Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGESTIHARJO 

dan 

LURAH DESA NGESTIHARJO 

KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN 

KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  TAHUN 2018-

2024 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul. 

3. Bupati adalah Bupati Bantul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bantul. 

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat 

Kecamatan dalam Kabupaten Bantul. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 



8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan 

Pemerintah Desa. 

10. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur 

pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis 

yang disebut Kepala Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut 

Pedukuhan. 

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan 

pengeluaran desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 

disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 

(enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah 

kebijakan keuangan Desa, kebijakan umun dan program kerja. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang 

dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

 

 

 

 



18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

19. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.  

20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapat Belanja Daerah Propinsi 

dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

atau perolehan hak lainnya yang sah. 

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat 

Musrenbang Desa adalah fórum musyawarah tahunan yang dilaksanakan 

secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak 

berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan 

terkena dampak hasil musyawarah). 

25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat.  

26. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan. 

27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan 

sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. 

 



BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 

 TAHUN 2018-2024 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Tahun 2018-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan Desa ini. 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 3 

 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 disusun 

dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Lurah Desa Ngestiharjo 

terpilih hasil Pemilihan Lurah Desa pada tanggal 21 November 2018 hasil 

dari Pemilihan Lurah Desa pada 14 Oktober 2018;  

 

2. Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Desa 

Ngestiharjo Tahun 2018 – 2024 adalah : 

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; 

b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap 

program pembangunan di desa; 

c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan 

d. Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam 

pembangunan desa 

 

 

Pasal 4 

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi 

pedoman dalam penyusunan RKP Desa 

 

 

 



Pasal 5 

 

1. RPJM Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data 

dan informasi yang akurat dandapat dipertanggungjawabkan. 

2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Organisasi dan tata laksanaPemerintahan Desa; 

c. Keuangan Desa; 

d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

danPemberdayaan masyarakat. 

 

Pasal 6 

 

RPJM Desa adalah sebgaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 7 

 

Pada saat RPJMDesa Tahun 2018-2024 belum tersusun, maka penyusunan 

RKPDesa Tahun 2019 berpedoman pada RPJMDesa sebelumnya serta 

mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.  

 

 

 

 



 

 

Ditetapkan di Ngestiharjo 

Pada tanggal 8 Juli 2019 

Lurah Desa Ngestiharjo 

 

 

Fathoni Aribowo 

 

Diundangkan di Desa Ngestiharjo 

Pada tanggal 8 Juli 2019 

Cari Desa Ngestiharjo 

 

 

Dedy Ridwanmas Suhartaya 

 

Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 4 

Noreg Perdes Desa Ngestiharjo, Kabupaten Bantul : ( 13/2019) 

 


